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PERATURA1. DAER II KAH PAT EN KAP A . 
NOMOR : 2 A TAHU 2003 

TE TAG 
\ ~ 

PAJAK HOTEL 

DENG A RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI K.APUAS 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Alas Undang-Undang Republik 1ndonesia omor 18 Tahun 
I 997 ten tang Pajak Daerah dan Rctribusi Dat.:rah, maka Peraturan Dacrah 
Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 1998 tcntang Pajak Hotel dan 
Rcstoran perlu disesuaikan, 

b. bahwa untuk melaksanakan pcnyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a 
pcrlu ditctapkan PaJak Hotel dengan Peraturan Daerah. 

I . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcmbcntukan Dacrah 
Tingkat 11 di Kalimantan (Lcmbaran Negara Tahun 1959 omor 72, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tcntang Sadan Pcnyelesaian 
Sengketa PaJak (Lembaran Negera Tahun I 997 omor -lO, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3684); 

3. Undang-U ndang Nomor 18 Tahun 1997 tcntang Pajak Daerah dan Ri.;tribusi 
Daerah (Lembaran egara Tahun 1997 omor 41, Tambahan Lembaran 
Negara omor 3685) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 2-J.6, 
Tambahan Lembaran Negara omor 4048); 

..J. . U ndang-Undang Norn or I 9 Tahun I 997 tcntang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran egara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran egara Nomor 3686) scbaga1mana telah d1ubah dcngan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, 
Tambahan Lembaran Negara ·omor 3987); 

5. Undang-Undang 22 Tahun 1999 tcntang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 omor 60, Tambahan Lembaran Negara 1omor 3839); 

6. Undang-Undang 25 Tahun 1999 tcntang Perimbangan Kcuangan Antara 
Pcmenntah Pusat dan Daerah (Lembaran 'cgara Tahun I 999 ornor 72, 
Tambahan Lembaran egara Nomor 3848); 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor 105 Tahun 2000 tcntang Pengelolaan 
Pcrtanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran egara Tahun 2000 

omor 202, Tambahan Lembaran Negara 4138 ); 
8. Pcraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 200 I ten tang Pajak Dacrah 

(Lernbaran Negara Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan Lcmbaran Negara 
omor 4138); 



9. Pcraturan Daerah Kabupaten Kapuas omor 17 Tahun 1988 tcntang 
Pcnyidik Pcgawa, Ncgcri Sipil di Lingkungan Pemermtah Kabupatcn 
Kapuas; 

I 0. Peraturan Daerah Kabupatcn Kapuas 1omor l5 Tahun 2002 tentang 
Pungutan Dacrah Atas Pembcrian Persetujuan Prinsip Ij,n Usaha dan 
Penggolongan Hotel Melat1. 

Deogan Pcrsctujuan 

DEWA . PERWAKILA RAKYAT D ER.AU KAB PATEN KAP A . 

ienctapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURA DAER.All KAB PATE KAPUAS TE TA G PAJAI( 
HOTEL. 

BAB I 
KETE, TUA ' UM l 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas, 
b. Pcmerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah bcserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan EsckutifDacrah: 
c. Kcpala Dae rah adalah Bupati Kapuas yang selanjutnya disebut Bupati ; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kapuas; 
c. Pcjabat adalah Pegawai yang d1bcri tugas tcrtcntu di b1dang PcrpaJakan 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
f. Dinas Pcndapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kabupatcn 

Kapuas, 
g. Pajak Hotel yang sclartjutnya disebut paJak adalah pungutan Dacrah alas 

pclayanan Hotel dan atau tcmpal penginapan SCJcnis; 
h. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

mcng111ap / ist1rahat, mempcroleh pclayanan dan fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, atau yang scharusnya dibayar ,tcrmasuk rumah sewa/kost 
dan atau dipcruntukan untuk itu, kecuali untuk pertokoan dan pcrkantoran; 

1. Pcngusaha Hotel adalah oranga atau badan hukum yang menyelenggarakan 
usaha hotel untuk dan atas namanya scndiri arau untuk dan alas nama 
pihak lain yang mcnjadi tanggungannya; 

J. Surat Pembcritahuan Pajak Daerah yang sclanjutnya dis111gkat SPTPD 
adalah surat yang dipergunakan olch Wajib Pajak umuk mclaporkan 
pcrhitungan dan pembayaran PaJak yang terutang mcnurul pcraturan 
pcrundang-undangan perpajakan daerah; 

k. Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjulnya disingkat SSPD, adalah 
surat yang digunakan olch wajib paJak untuk mclakukan pcmbayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang mcnurut pcraturan perundang-undangan; 

I. Surat Kctetapan PaJak Dacrah yang selanjulnya disingkat SKPD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan bcsarnya JUmlah pajak yang terutang; 



m Surat Kclctapan PaJa" Oaaah l\..urang Ua},.tr ) ang se anJ utn. dtsing at 
SKPDKB adalah surat keputusan yang mcnentukan besamya Jumbh pajak 
yang tcrutang, jumlah kredtt paJak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok paJak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 
dibayar; ' 

n. Surat Kctetapan PaJak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya dtsingkat SKPDKBT, adalah surat kcputusan yang 
mcnctukan tambahan atas jumlah paJak yang tc!ah d1tctapkan; 

o. urat Kctctapan Pajak Dacrah Lcbih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 

, pernbayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bcsar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya tcrutang; 

p. Surat Ketctapan Pajak Daerah Nihi!, yang sclanjutnya disingkat SK.PD , 
adalah surat kcputusan yang menentukan, jumlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan jumlah krcd1t pajak, atau pajak tidak tcrutang dan 

tidak ada krcdit pajak; 
q. Surat Tagihan Pajal-. Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan paJak dan atau sanksi administrasi bcrupa bunga 
dan atau dcnda. 

BAB II 
AMA, OBYEK DA 

Pa ·al 2 

BYEI< PAJAK 

(I) Dcngan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap jasa pclayanan 
hotel. 

{2) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pemba aran 
dan atau yang seharusnya di Hotel atau diperuntukan untuk itu. 

(3) Obyck pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk antara lain : 
a. Fasilttas penginapan atau fasilttas tinggal jangka waktu pcndek, antara 

latn : Hotel Berbintang, Hotel Melati, Gubuk Panwisata (Cottage), 
Motel, wisma Pariwisata, Pasanggrahan (Hotel), Losmcn dan rumah 
penginapan tcrmasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau Jebih; 

b. Pelayanan penunjang anrata lain : Tclepon, faximile, Telek, restoran, 
bar, pelayanan cuei, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang 
disediakan atau dikelola hotel; 

e. fasilitas Olah Raga dan hiburan, antara lain : Pusat Kcbugaran (fitnes 
centre), spa kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang 
disediakan atau dikclola hotel; 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kcgiatan acara atau pertemuan dihotcl; 

Pasal 3 

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah 
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartcmen dan atau fasili1as tcmpat tinggal 

lamnya yang tidak menyatu dengan hotel ; 
b. Pelayanan tinggal asrama pondok pasantren; 
c . Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan 

oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; 
d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum 

di hotel ; 
c. Pclayanan perjalan w1sata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

d1manfaat an olch umum; 



( 1) Subyek paJak adalah orang pnbadi atau badan yang melaksanakan 
pcmbayaran atas pelayanan hotel. 

(2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel. 

BAB Ill 
D SAR PE , GE A DA1 T RIF PAJAK 

Pa al 5 

Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kcpada hotel. 

Pasal 6 

Tarif Pajak ditctapkan scbcsar IO% (sepul uh per scratus). 

BAB 1 
WILAYAII PEMU G TA DA CARA 

PE~ GHITU GAN PAJAY 

Pasal 7 

(I) Pajak yang tcrutang dipungut di Daerah. 

(2) Besamya Pajak yang tcrutang dihitung dcngan cara mengalikan tarif 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dcngan dasar pengenaan paJak 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5. 

B B V 
MA A PAJAK, A T PAJAK TER TA 'G D -

URAT PEMBERITAIIU P JAK DAERAH 

Pasal 8 

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang larnanya I (satu) bu Ian kalender. 

Pasal 9 

Pajak terutang dalam masa pajak tcrjadi pada saat pclayanan di Hotel. 

Pasal 10 

(I) Setiap waJ ib pajak dalam mcmungut pcmbayaran Pajak Hotel harus 
mcnggunakan Nota Pesanan/Bill. 

(2) ota pcsanan/Bill· harus dicetak, diberi nomor seri dan dipcrgunakan 
sesuai dengan nomor urut. 

(3) Nota pcsanan/Bill baru dapat dipergun kan sctclah sctclah diporporasi 
oleh Dinas Pendapatan Dacrah 

( 4) Salinan ota pesanan/Bill yang sudah dipcrgunakan harus disimpan oleh 
wa.,1b aJak dalam waktu satu tahun scbagai bukti dalam urat 
P mbentah an Pajak Dacrah 



Pasal 11 

( I) Seti p 'aJ1b Pajak mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diisi dcngan jclas, 
benar d:l.r. ,engkap sena ditandatangi oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3 ) SPTPD bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada 
Bu u :.elambat-lambatnya 15 ( lima belas) hari setdah berakhirnya 
masa paJak. 

(4 ). Se iap "'aJib pajak memiliki pembukuan. 
' -· 

( 5) Ben u,, 1si dan tata cara pengisian SPTPD ditctapkan olch Bupati. 

BAB VI 
T TA .~ RA PERHIT GA DA PENETAPA . PAJAK 

Pasal 12 

Dalam pemeriksaan pembukuan dan atau kegiatan Audit, Bupati dapat 
me nunjuk konsultan pajak/Aud1tor. 

Pasal 13 

(l ) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), 
Bupat1 menetapkan pajak terutang dengan mencrbitkan SK.PD. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak atau kurang 
dibayar setalah lcwat waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sej ak SKPD 
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % 
(dua per seratus ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan ST PD. 

Pasal H-

( I ) Wajib Pajak yang membayar sendiri , SPTPD sebagaimana d11naksud 
dalam Pasal I I ayat ( 1 ), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan 
dan menctapkan pajak send1ri yang lerutang. 

(2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudab saat 
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : 

a . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
b. Surat Ketetapan .Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); 
c . Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPD ). 

· (3) KPDKB sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditcrbitkan : 

a . Apabila bcrdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 
~ ang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenaka.n sanksi 
adminstras1 berupa bunga sebesar 4 % (dua per seratus) sebulan dari 
pokok paJa · ~.ang kurang atau tcrlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh cmpat) b'ulan dihitung sejak saat 
teru tangn} a paJ:i.k 



pabll · p r PD lldlli\ d 1sampa1 an dalarn Jang"'... -.-.a tu yang 
d1tentukan dan telah dnegur secara tenulis, d1kenakan sanksi 
admin1stras1 bcrupa kena1kan sebesar 25 % (dua puluh lima per 
seratus) dac_i pokok pajak ditambah sanks1 administrasi berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari paJak yang kurang 
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
cmpat) bulan d1hitung sejak saat terutangnya pajak. 

c . Apabila kewajiban mcngis1 SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administn.1s1 

\ berupa kcnaikan scbcsar 25 % (dua puluh lima per scratus) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
per scratus) scbulan dihitung dari paja k yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan 
apabila ditemukan data baru atau data yang scmula belum tcrungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah paj ak yang tcrutang, akan dikenakan 
sanksi admmistrasi bcrupa kenaikan I 00 % (seratus per seratus) dari 
JUmlah kekurangan pajak tersebut. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf c diterbitkan 
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan Jumlah kredit 
paJak atau pajak lidak terutang dan lldak ada kredit pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar paJak terutang dalam SKPDKB dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau 
tidak sepenuhnya dtbayar dalam jangka waktu yang telah ditcntukan, 
ditag ih dengan menerbilkan STPD ditambah dengan sanks1 administrasi 
berupa bunga 2 % (dua per seratus) sebulan. 

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang scbagaimana dimaksud ayat (4) 
tidak dikcnakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendm scbelum 
dilakukan tmdakan pcmcriksaan. 

BA B V II 
TATA CARA PEMB AYARA1 

Pasal 15 

(I) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima 
yang d1tunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, 
SKPD, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pajak dtlakukan ditempat lam yang dttunjuk has t! 
penerimaan pajak hams disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 
I x 24 jam atau dalam waktu yang ditentuk.:.in oleh Bupati . 

(3 ) Pembayaran pajak sebaga1mana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2 ) 
dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Pa a l 16 

(I ) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Berdasarkan Pertimbangan Bupati dapat memberikan persetuJuan kcpada 
WaJ1b Papk untuk men gangsur paJak tcrutang dalam kurun waktu 
lt;rt en tu. sc !.::lah mcmen uhi pcrsyaratan yang ditentukan 



pJ Angsuran pcmbayaran pajak scbagaimana dirnaksud pada ayat (2 ), harm, 
dilakukan secara tcratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 
scbasar 2 % (dua per seratus) sebu!an dan jumlah pajak yang belum atau 
kurang dibayar~ 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah 
mcmcnuhi pcrsyaratan yang ditentukan dengnn dikcnakan bunga 2 % 

(dua per seratus) scbulan dan jumlah pajak yang beluin atau kurang 
dibayar. 

{5) \Persyaratan unt!,lk dapat mengangsur dan mcnunda pcmbayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan olch Bupati . 

Pasal 17 

(I) Sctiap pembayaran pajak sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 16 
dibcrikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pencrimaan. 

(2 ) Bcntuk. jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan oleh 
Bupati . 

BAB ill 
T TA CARA PEMBUKUA D 1 PELAPORAN 

Pasal 18 

Tata cara pcmbukuan dan pelaporan pelaksanaannya sesuai dcngan pcraturan 
perundang-undangan. · 

BAB IX 
TATA CARA PE AGIH r PAJAK 

Pasal 19 

( I) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pclaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
scJak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctelah tanggal Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi 
pajak yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan a tau surat lain yang seJems 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikcluarkan oleh Pejabat. 

Pasal 20 

(I) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Pcringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pa_jak yang harus dibayar, 
ditagih dengan Surat Paksa. 



(- J>cJabai menerb1tkan Sural Paksa scgcra setclah lcwat 11 
hari seJak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 
yang sejenis d1terima oleh wajib pajak . 

... Pasal 21 

Apabila pajak yang harus d1bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari scsudah tanggal pembcritahuan Surat Paksa, Pcjabat segcra menerbitkan 
Surat Perintah Mdaksanakan Penyitaan. 

\ Pa al 22 

Setelah dilakukan pcnyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang 
pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Pcnyitaan, Pcjabat mengajukan permintaan 

pcnetapan tanggal pelclangan kepada Kantor Letang cgara. 

Pasal 23 

Setelah Kantor Letang Negara menetapkan hari tanggal , jam dan tempat 
pclaksanaan !clang Juru Sita rnembcritahukan dcngan segera sccara tertulis 
kepada Wajib Pajak . 

Pa al 24 

Penunjukan Juru Sita ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pa al 25 

Bcntuk, jen1s dan isi formulir yang dipergunakan untuk pclaksanaan 
penagihan pajak daerah ditetapkan olch Bupati . 

BAB 
PE G RA 'GA , KERI GAl A DAN 

PEMBEB A P JAK 

Pasal 26 

( 1) Bupat1 bcrdasarkan pennohonan Wajib Pajak dapal memberikan 
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sctclah mendapat 
pcrsetujuan Pimpinan DPRD. 

(2) Tata cara pembenan pengurangan, keringanan dan pembebasan paJak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XI 
TATA ARA PEMBET L , PE.MBAT 

KETETAP ', D l AP 
SA AD ~ 

Pasal 27 

PE GURA1 GA 
PE 1G RA GA 

(I) Bupati karena jabatan atau atas pennohonan Wajib Pajak dapat : 



embc .... · ~ "PD S .. PD -' tsatauS' ' PD _, B : .iwu PD~-; 
da!am ix:nemma nnya terdapat kcsalahan tults, kesalahan hmmg dan 
atau kekeliruan dalam pcncrapan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

b. Mcmbatalkan atau mengurangkun 1-.ctetapan pajak yang tidak benar. 
c. Mengurangkan atau mcnghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, dc11d:.1 dan kcnaibn pajak yang tcrutang dalam hal s. nksi 
tersebut dikcnakan karena kekhilafo.n Wajib Pajak atau bukan karcna 
kcsalahan. 

-(2) Pcrmohonan pcmbctulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
pcnghapusan atau pcngurangan sanksi administrasi atas SKPD,SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

• disampa1kan secara tcrtulis olch Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat 
sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yangjclas. 

(3) Bupat1 atau Pcjabat paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat pcnnohonan 
scbagaimana d1maksud pada ayat (2) ditenma, sudah harus 
mcmbcrikan jawaban. 

( 4) Apabila sctclah lcwat waktu 3 (tiga) bulan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Bupali atau PeJabat tidak memberikan keputusan, pennohonan 
pcmbetulan, pcmbatalan, pengurangan ketetapan dan pcnghapusan atau 
pengurangan sanksi admtnstras1 diangggap dikabulkan. 

BAll XII 
KE BERA TA DA BA DING 

Pasal 28 

( 1) Wajib Pajak dapat mcngaJukan keberalan hanya kcpada Bupati atau 
Pcjabal atas suatu : 
a. Surat Ketctapan Pajak Daerah (SKPO); 
b. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB); 
c. Surat Kclctapan Pajak Oacruh Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 
d. Surat Kctetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); 
c. Surat Kctetapan Pajak Dacrah Nihil (SKPDN). 

(2) Pcnnohonan kcbcratan scbagaimana dimaksud pada ayat (I ) harus 
disampaikan sccara tcrtulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 
bulan scjak tanggal SK.PD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SK.PD 

.;. ditcrima oleh Wajib Pajak. 

(3) Bupati atau Pcjabat dalamjangka waktu paling lama 12 (dua bclas) bulan 
seJak tanggal surat pcrmohonan kcbcratan sebagaimana d1maksud pada 
ayat (2) diterima, sudah mcmbcrikan kcputusan . 

(4) Apabila sctelah lewat waktu 12 (dua bclas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan 
keputusan, perinohonan kebcratan dianggap dikabulkan 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada a at (I) tidak 
menunda kewaj iban membayar pajak. 
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( I ) WaJ1b PaJaJ.. dapal mengaJukan banding kcpada Sadan Penyclcsaian 
Scngkeca Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setclah diterimanya 
keputusan kcberatan. 

(2 ) PengaJuan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak menunda 
kcwaJiban mcmbayar pajak. 

Apabila pcngaJuan kcbcratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau 
banding scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikabulkan sebagian atau 
sclumhnya, kclcbihan pcmbayaran pajak dikcmbalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebcsar 2 % (dua per scratus) scbulan untuk paling lama 24 
(dua puluh cmpat) bulan. 

BAB XIII 
PE GEMB LIAN KELEBIIIA PEMBA YARA. PAJAK 

Pasal 31 

(I) Wajib pajak dapat mcngajukan pcrmohonan pengembalian kclebihan 
pcmbayara.n pajak kepada Bupati atau PeJabat secara tertulis dengan 
mcnyebutkan sekurang-kurangnya : 
a. Nama dru1 alamal wajib pa3ak; 
b. Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah (NPWPD); 
c. Masa pajak; 
d. l:3esarnya kelcbihan pcmbayaran pajak; 
c . Alasan yang jelas. 

(2) Bupali atau PeJabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bclas) bulan 
scjak ditcrimanya pennohonan pcngembalian kelcbihan pembayaran 
paJak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membcrikan 
keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui 
Bupat1 atau Pejabat tidak memberik.an keputusan. permohonan 
pengembalian kclebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB harus d1tcrb1tkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mcmpunyai utang pajak lainnya, kclcbihan 
• pcmbayaran puJak scbaga11nana dimaksud pada ayat (2) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi tcrlcbih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5 ) Pengernbalian kel~b1han pembayarnn paJak dilakukan dalam waktu 
palrng lama 2 (dua) bulan seJak diterbitkannya SKPDLB, dengan 
mcncrb1tkan Surat Pcrintah Mcmbayar Kclcbihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat waktu 2 "(dua) bulan sejak ditcrbitkannya SK.POLE, Kepala 
Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per 
scratus) scbulan alas kctcrlambatan pembayaran kelebihan pajak . 

• 
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Apabila kclcb1han pcmbayaran paJak d1pcrhitungkan dengan utang paJak 
lainnya scbagaimana d1maksud c.ialam Pasal 21 ayat (4), pembayarannya 
dilakukan dengan cara pcmindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga 
bcrlaku sebagai bukti pcmbayaran. 

UAll X1V 
KADAL WARSA PE AGIHA 

Pasal 33 

(I) Ha½ untuk melakukan pcnagihan pajak, kedaluwarsa setclah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak saat tcrutangnya pajak, 
kecuali apabila wajib pajak 1T1clakukan tindak pidana dibidang 
pcrpajakan daerah. 

(2) Kcdaluwarsa pcnagihan paJak scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tcnangguh apabila : 
a. Ditcrbitkan Surat Tcguran dan Surat Paksa atau; 
b. Ada pcngakuan ulang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun 

tidak langsung. 

BAB 'Y 
KETENT A PIDANA 

Pa ·al 34 

(I ) Waj ib paJak yang karcna kcalpaannya t1dak mcnyampaikan SPTPD atau 
mengisi dcngan tidak bcnar atau tidak lcngkap atau melampirkan 
kctcrangan yang ttdak bcnar schingga merugikan kcuangan Daerah 
dapat dipindana dc:ngan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan 
atau denda paling banyak 2 (dua) kali Jumlah pajak yang terutang. 

(2) Wajib pajak yang dcngan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mcngisi <lcngan tidak bcnar atau ti<lak lengkap atau melampirkan 
kclcrangan yang tidak benar schingga mcrugikan kcuangan daerah dapat 
d1pidana dengan p1dana pcnjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 
paling banyak 4 (empat) kah jumlah pajak yang tcrutang. 

Pasal 35 

-Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 34 tidak dituntut sctclah 
melampaui jangka waktu 10 (scpuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak 

atau berakhimya masa pajak. 

BAB XV 
PE YIDIKA 

Pasal 36 

(I) Pejabat Pegawai Ncgcri S1pil tcnentu di lingkungan Pemcrintah Dacrah 
dibcri wewenang khusus sebagai Peny1dik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang pcrpajakan dacrah. 



(2J cwcnang pcnyidik scbagairnana dimaksud ayat ( J ) adalah : 

a. Mcncrima, mencan, mcngumpulkan, dan rneneliti keterangan atau 
laporan bcrkcnaan de;;ngan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah agar keter:rngan atau laporan tersebut mcnjadi lengkap dan 
jclas; 

b. Mcncliti, mcncari dan mcngumpulkan kctcrangan mengenai orang 
pnbad1 atau badan schubungan dcngan tindak pidana pcrpaJakan 
dacrah; _ 

c . Meminta keterangan dan bahan buk.---ri dari orang pribadi atau badan 
schubungan dengan tindak pidana di bidang pcrpajakan dacrah; 

~- Mcmcriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumcn lain 
bcrkcna.:'ln dengan tidak pidana di bidang pcrpajakan daerah. 

c. Melakukan penggelcdahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pcmbukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain. scrta 
rnclakukan pcnyitaan tcrhadap bahan bukti tcrsebut. 

f. Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
pcnyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

g. Mcnyuruh bcrhenti , mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tcmpal pada saat pcmeriksaan scdang bcrlangsung dan mcmeriksa 
idcntitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf c. 

h. Mcmotret scseorang yang bcrkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan dacrah. 

1. Memanggil o rang untuk didengar kcterangannya dan diperiksa 
scbagai tersangka atau saksi . 

J. Mcnghcntikan pcnyic.likan. 

k. Melakukan tindakan lain yang p1;rlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang pcrpajakan dacrah menurut hukum yang dapat 
dipcrtanggungja, abkan . 

(3) Pcnyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahukan 
d1mulamya pcny1dikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Pcnuntut Umum, sesuai dcngan kctcntuan yang diatur dalan Undang­
undang omor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana . 

.;. BAB XVU 
KETE rTUAN PENUT P 

Pa al 37 

Hal-hal yang belum diatur dalam Pcr:ituran Daerah ini scpanjang mengena1 
pclaksanaannya diatur kbih lanjut dcngan Kcputusan Bupati . 

Pasal 38 

Dengan Peratuan Dacrah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupat n Kapuas 
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak 
berlaku lagi . 



(2) Wcwcnang pcny1d1k scbaga1rnana dimaksud ayat ( I ) adalah : 

a . Mcncrima, mencan , mcngumpulkan, dan meneliu keterangan atau 
laporan bcrkcnaan dengan lindak pidana di bidang pell)ajakan 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut mcnjadi lengkap dan 
jelas; 

b. Mcnclit1 , mcncari dan mcngumpulkan kctcrangan mcngcnai orang 
pribad1 atau badan schubungan dcngan tindak pidana pcrpaJakan 
dacrah; _ 

c . Meminta keterangan dan bahan buk."ti dari orang pribadi atau badan 
schubungan dcngan tindak pidana di bidang pcrpajakan dacrah; 

~- Mcmcriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumcn lain 
berkcnaan dengan t1dak pidana di bidang pcrpajakan daerah. 

c . Melakukan penggelcdahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pcmbukuan, pencatatan, dan dokumen-dokum n lain, scrta 
mclakukan pcnyitaan tcrhadap bahan bukti tcrscbut. 

f. Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan rugas 
pcnyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

g. Mcnyuruh bcrhenti, mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tcmpat pada saat pcmcriksaan scdang bcrlangsung dan mcmeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf c. 

h. Memotret scseorang yang bcrkaitan dengan t indak pidana 
pcrpajakan da~rah. 

1. Memanggil orang untuk didengar kcterangannya dan diperiksa 
scbagai tersangka atau sak.si. 

J . Mcnghcntikan pcnyidikan. 

k. Melakukan tmdakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang pcrpajakan dacrah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan 
dtmulamya pcny1dikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Pcnuntut Umum, scsuai dcngan kctcntuan yang diatur dalan Undang­
undang omor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . 

.;. BAB XVU 
KETE rTUANPENUT P 

Pa al 37 

Hal-hat yang belum diatur dalam Pcraturan Daerah ini sepanjang mengena1 
pclaksanaannya diatur lcbih lanjut dcngan Kcputusan Bupati. 

PasaJ 38 

Dcngan Peratuan Dacrnh ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Kapuas 
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak 
bcrlaku lagi . 
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Pcraturan Dacrah ini mular bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya sctiap orang dapat rnengt:tahuinya, mcmcrintahkan 
pcngundangan Pcraturan Dacrah 1ni dcngan pcncmpatannya dalam Lembaran 
Dacrah Kabupatcn Kapuas. 

undangkan d1 Kuala Kapuas 
~ Ja tanggal 9 .lunt 2003. 

=:RcTARIS D/\liRJ\H KABUPATEN KJ\PUAS 

Cap dll 

Drs. TOEKIYO A.A, M ' c 
Pembina Utama Muda 

1 IP 530 000 898 
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Drtclapkan di Kuala Kapuas 
Pada ianggal 9 Juni 2003 
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